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KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 
 NOMOR 43 TAHUN 2024 

TENTANG 
PROSES BISNIS LEVEL 3 PENGELOLAAN OPERASIONAL  

PELABUHAN PANGKALAN  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

pengelolaan pelabuhan pangkalan, perlu menyusun 
proses bisnis level 3 pengelolaan operasional pelabuhan 
pangkalan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Proses Bisnis 
Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan; 

 
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89); 

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan 
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016); 

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 
Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 114); 

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 
Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG PROSES BISNIS LEVEL 3 PENGELOLAAN 
OPERASIONAL PELABUHAN PANGKALAN. 

 
KESATU : Menetapkan Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional 

Pelabuhan Pangkalan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan Menteri ini.  

KEDUA :   Proses Bisnis Level 3 sebagaimana dimaksud dalam diktum 
KESATU dengan standar operasional prosedur yang terdiri 
atas: 
a. penerbitan Persetujuan Berlayar (PB); 
b. pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan 

teknis kapal perikanan untuk penerbitan Standar Laik 
Operasi (SLO); 

c. penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal 
Perikanan (STBLKK); 

d. analisis dan pemberian rekomendasi bongkar hasil 
tangkapan kapal perikanan; 

e. penerbitan persetujuan pendaratan ikan hasil 
tangkapan kapal perikanan (saat kedatangan kapal 
perikanan dalam keadaan darurat); 

f. koordinasi kesiapan pembongkaran dan penimbangan 
ikan hasil tangkapan kapal perikanan; 

g. pemantauan pembongkaran dan penimbangan ikan 
hasil tangkapan kapal perikanan; 

h. pengawasan pembongkaran dan penimbangan ikan 
hasil tangkapan kapal perikanan; dan 

i. pendataan produksi ikan hasil tangkapan kapal 
perikanan, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 5 Juni 2024 
 

  MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd. 

 

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Hukum, 
 

 

 

 

Effin Martiana 
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LAMPIRAN I 
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 43 TAHUN 2024 
TENTANG 
PROSES BISNIS LEVEL 3 PENGELOLAAN OPERASIONAL 

PELABUHAN PANGKALAN  

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 
 

SAKTI WAHYU TRENGGONO 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Hukum, 
 

 

 

 

Effin Martiana 
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LAMPIRAN II 
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 43 TAHUN 2024 
TENTANG 
PROSES BISNIS LEVEL 3 PENGELOLAAN OPERASIONAL 
PELABUHAN PANGKALAN 

 
 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES BISNIS LEVEL 3 PENGELOLAAN OPERASIONAL PELABUHAN PANGKALAN 
 

a. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Persetujuan Berlayar (PB) 
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b. Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Persyaratan Administrasi dan Kelayakan Teknis Kapal Perikanan untuk Penerbitan 
Standar Laik Operasi (SLO)  
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c. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan (STBLKK) 
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d. Standar Operasional Prosedur Analisis dan Pemberian Rekomendasi Bongkar Hasil Tangkapan Kapal Perikanan 
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e. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Persetujuan Pendaratan Ikan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan (saat kedatangan kapal 
perikanan dalam keadaan darurat) 
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f. Standar Operasional Prosedur Koordinasi Kesiapan Pembongkaran dan Penimbangan Ikan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan 
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g. Standar Operasional Prosedur Pemantauan Pembongkaran dan Penimbangan Ikan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan 
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h. Standar Operasional Prosedur Pengawasan Pembongkaran dan Penimbangan Ikan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan 
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i. Standar Operasional Prosedur Pendataan Produksi Ikan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan 
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MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

  
ttd. 

 
SAKTI WAHYU TRENGGONO 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Hukum, 
 

 

 

 

Effin Martiana 


